
 
 
 
 

Pengunduran Diri dari Jabatan di Pemerintahan Dinilai Merugikan Calon Anggota KPU 

Jakarta, 1 September 2021 – Siti Warsilah dan Evarini Uswatun Khasanah, dua orang 

pegawai negeri sipil (PNS) yang berdomisili di Jakarta, mengajukan permohonan pengujian 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah 

Konstitusi (MK). MK akan menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan 

terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XIX/2021 ini pada 

Rabu (1/9) pukul 13.30 WIB. Dalam permohonan yang diajukan, Siti dan Evarini 

mempersoalkan norma berikut. 

• Pasal 21 huruf j UU 7/17 

mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; 

• Pasal 117 huruf j UU 7/17 

mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; 

Kedua norma yang dipersoalkan para Pemohon merupakan salah satu syarat untuk menjadi 

calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu). Ketentuan a quo dipandang Siti dan Evarini merugikan karena kedua Pemohon 

merupakan PNS dengan jabatan Pengawas yang harus kehilangan jabatannya dalam 

seleksi anggota KPU. Padahal, dalam seleksi tersebut, para Pemohon belum tentu terpilih 

sebagai anggota. 

Untuk itu, Siti dan Evarini meminta MK memprioritaskan pemeriksaan permohonan Pemohon 

sebelum dimulainya tahapan seleksi calon komisioner KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 

2022-2027. Kemudian, para Pemohon meminta MK menyatakan frasa “Mengundurkan diri 

dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon” sebagaimana disebut 

dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan 

diri dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih.” (RA) 
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